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PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ZSTAHUN 2018
' TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
o '1 PERDESAAN DAN PERKOTAAN Sy ;

, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

, . ~ Menimbang T oa. kbahwa untuk menlndaklanjutl Pasal 11 ayat (3) Pasal 16
c e ayat (5), Pasal 23 3),. Pasal 24 (7) dan Pasal 27 ayat (4)
. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang PaJak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka
~perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan =
B kBangunan Perdesaan d,an Perkotaan. L
ge ) _bahwa ~ berdasarkan - pertimbangan  sebagaimana
e ’dlmaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
o Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ‘- o

 Mengingat : 1. ”‘Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
S e e - Dasar Pokok Pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk i
] ' Indonesia Nomor 2043): :
. : e 2 ~Undang—Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
: ' N IR ,Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaan Negara
, Republik Indone31a Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaunana telah
Xkdlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
iNomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas '
,Undang—Undang ‘Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia ‘Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
| Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 3987 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
| Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Tahun 2002 Nomeor 27, Tambahan Lembaran Negara
L Repubhk Indonesm Nomor 4189), : ! : :
: f4. . Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tcntang‘ '
Bangunan ~ Gedung, (Lembaran Negara Republik;,
Indone31a Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembara.n
- Negara Repubhk Indonesm Nomor 4247), I




10.

12.

; Uridang—Undaﬁg V‘Nom',o'r;r 29 ‘Tahu'n 2003 tentarig :

Pembentukan Kabupatén Bombana, Kabupaten Wakatobi

; dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

Tenggara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indones1a Nomor 4339),

Undang—Undang Nomor 23 ; Tahun, ‘2014‘ tentang 2

Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

'Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) ‘sebagaimana

telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang

: Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang—y" -

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘
' Indonema Nomor 5679)

Undang—UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak'

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indone31a Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indone31a Nomor 5049);

Undang—Undang Nomor‘ 12 Tahun 2011 tentang

‘Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘
" Indonesia Nomor 5234); '
3 Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 3644), , : i
Peraturan Pemenntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyltaan dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indones1a Tahun 2000 ‘Nomor 135, Tambahan Lembaran

E Negara Repubhk Indonesia Nomor 4049); 2
11.

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2002 tentang'
Penetapan Besarnya Nilai - Jual Kena Pajak untuk

~ Perhitungan  Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Repubhk Indones1a Tahun 2002 Nomor 50,

'Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor
~ 4200); ~

Peraturan 'Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
: Lembaran Ncgara Repubhk Indonema Nomor 4575) IJH




Menetapkan o

U

14.

g Pcraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang; S
Tata Cara Pemberian dan  Pemanfaatan Insentif
Pemungutan PaJak Daerah dan Retr1bu51 Daerahf
,',_(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 L
! Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Repubhku‘v e
,~Indon681a Nomor 516 1) S e
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 o

;Vtentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

v ,’Sebagalmna telah beberapa kali dlubah terakhlr dengan ;
 Perturan Menteri Dalam Negerx Nomor 21 Tahun 2011

2 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mentn Dalam

ST,

g iNegen Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Dearah (Bel’lta Negara Repubhkfl

© Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); : :
. jPeraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 S
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Benta, -

‘Negara Repubhk Indone31a Tahun 2015 Nomor 2036;

_Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat* o

Daerah Kabupaten Bombana, '

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun b
2013 tentang PaJak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan :
G *;Perkotaan 2 e

E tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
jF‘ungs1 serta Tata Kexja Badan Keuangan Daerah; '

5Peraturan “Bupa‘u Bombana Nomor 55 Tahun 20 16f‘

MEMUTUSKAN e

3 TATA CARA PEMUNGUTAN  PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN :

BAB I =
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ‘

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bombana

: Pcmcnnta,h Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Bombana Lo
. Bupati adalah Bupati Bombana. = . | L L
~ Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Keuangan S
~ Daerah Kabupaten Bombana Sty V i
'y,‘ fiKepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan £
- Daerah Keuangan Daerah Kabupaten Bombana . .
| ',‘Pajak Dearah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontnbu31 Wapb
e ,kepada Daerah yang terutang oleh orang Pnbad1 atau Badan Keuangan (5

 Daerah yang bers1fat memaksa berdasarkan Undang~Undang, dengan
o  tidak mendapatkan 1rnba1an seca.ra langsung dan d1gunakan untuk
s keperluan daerah bag1 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

)




_,Badan adal ah sckumpulan orang dan/ atau rnodal yang merupakan
: kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
ausaha yang mehput1 perseroan terbatas, perseroan komodlter‘
~ perseroan lamnya Badan Keuangan Daerah ‘usaha milik Negara

- (BUMN), atau Badan Usaha M111k Daerah (BUMD) dengan nama dan

; 10

e
~ rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjdi secara wajar,

{ b
L ,kelender
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu saat :
~ dalam masa Pa_]ak dalam Tahun Pajak atau ‘dalam baglan tahun Pajak
'Tsesual dengan ketentua,n Peraturan Perundang—u.ndangan perpaJakan
”7,daerah Sl e L
~16.

:15-. =

1T

G 1‘8.,"

dalam bentuk apapun firma, kong31 koperasy, dana pension,

persekutuan perkumpulan yayasan ; organlsas1 massa, organisasi

- sosial politik - atau. orgamsas1 lainnya, Iembaga dan bentuk badaan -
~‘1a1nnya term: aasuk kontrak investasi kolektlf dan bentuk usaha tetap
~PaJak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

§ "d1sebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bum1 dan/ atau Bangunan yang di

miliki, d1kuasa1 dan/atau di manfaatkan oleh orang prlbadl atau Badan

Keuangan Daerah kecua_h kawasan yang d1 gunakan untuk keg1atan

o ‘usaha Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan i ~ '

b Bumi adalah permukaan burm yang mehputl tanah dan pera1ran :
: ‘pedalaman serta laut wﬂayah kabupaten 3

. Bangunan adalah Konstruksi tekruk yang d1tanam atau dllekatkan

 secara tctap pada tanah dan /atau peralran pedalaman dan. /atau laut

N11a1 Jual Obyek Pajak yang selanjutnya dlsmgkat NJOP adalah harga"

dan bllamana tidak terdapat transaksi jual beh NJOP di tentukan

: : ,melalul perbandlngan harga dengan ob_]ek lain yang sejems , atau nilai
- ‘perolehan baru ‘atau NJOP penggantl
12.

Subjek Pajak Burm dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

~orang. prlbadl atau Badan Keuangan Daerah yang secara nyata
mempunyal suatu hak atas burm dan/ atau memperoleh manfaat atas
"‘buml dan/ atau memlhkl menguasal, dan / atau memperoleh manfaat
v atasbangunan e C e S
- Wajib Pajak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalahv
o Orang Pnbad1 atau Badan Keuangan Daerah yang secara nyatag
‘ mempunyal suatu Hak Atas Bum1 dan/ atau memperoleh manfaat atas

bangunan. ~
Tahun Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pemungutan adalah rangkalan keglatan mu1a1 dan penghlmpunan data

'_'objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang ‘

sampal keglatan penaglhan pajak kepada Wa_]lb pa_]ak serta pengawasan»v
~ penyetorannya..
‘Surat Pembentahuan Objek Pa_]ak yang selan_]utnya dlsmgkat SPOP .
o ‘.adalah surat yang d1gunakan oleh Wapb Pajak untuk melaporkan data
o _subjek dan ob_]ek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan'

| '~peraturan p?rmdang-undangan perpajakan daerah e ‘
Surat Pembentahuan Pajak Terutang yang selanjutnya d1smgkat SPPT
iy ,adala_h surat yang dlgunakan untuk ‘memberitahukan besarnya pajak
& bunu dan bangunan yang terutang kepada Wajlb PaJak ,



- 19. ‘Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya dlslngkat SSPD adalah
e 'buktl pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
o 'menggunakan formuhr atau telah dﬂakukan dengan cara lain ke kas e
 daerah melaa1u1 tempat pembayaran yang d1tunJuk oleh Bupat1 e 5
20. 'Surat Ketetapan PaJak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD adalah
‘ . surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya Jumlah pokok pajak
: yang terutang ; s o »
& ’21.'  Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah Kurang Bayar yang selan_]utnya dlsmgkat
. SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan ‘besarnya
e : Jumlah pokok pajak Jumlah kredlt pa_]ak Jumlah kekurangan
pembayaran pokok) pajak besarnya sank31 admrnlstratlf d,an Jumlah p
e e pa_]akyang masih harus dlbayar . e
~ 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
e ‘selanjutnya d1s1ngkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
- f menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah dltetapkan '
i '23. Surat Ketetapan PaJak Daerah Nihil yang selanjutnya dlsmgkat SKPDN
- '-f," e adalah surat ketetapan paJak yang menentukan jumlah pokok paJak
e ‘sama besarnya dengan Jumlah kredlt pa}ak atau pajak trdak terutang
: _ dan tidak ada kredit pajak. o
l_24‘.",§"fSurat Ketetapan PaJak Daerah Leb1h Bayar yang selanjutnya dlsmgkat
S SKPDLB : adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
i keleblhan pembayaran paJak karena Jumlah kredit pajak leblh besar
~ dari pada pajak yang terutang atau seharusnya t1dak terutang.
25. Surat Tag1han Pa_]ak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
e surat untuk melakukan tag1han paJak dan /atau sanksi admmlstratlf
L berupa bunga dan/atau denda. o :
- 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

2 ’;dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang—f
o undangan perpa)akan / daerah yang terdapat dalam Surat
AL Pembentahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang
Ll : Bayar Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
£ Ketetapan PaJak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Leblh
o ,‘Bayar Surat Taglhan PaJak Daerah Surat Keputusan Pembetulan N '
~ AtauSurat Keputusan Keberatan. : :
27. Surat Keputusan Keberatan ‘adalah Surat Keputusan atas Keberatan .
bpn ";Terhadap Surat. Pembentahuan PaJak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
C "[‘Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
e ‘Pa_]ak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan PaJak Daerah
~ Nihil, Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah Leb1h Bayar, atau terhadap
pemotongan\ atau pemungutan oleh plhak ketlga yang d1 a_]ukan oleh
; Wa_]lb Pajak.| St i
28, Putusan bandrng adalah Putusan Badan Peradﬂan Pajalg atas band,l_ng
E L terhadap Surat Keputusan keberatan yang dlajukan oleh Wa_]lb Pajak F'

oh




20 b

~30.

. Pemenksaan d1 b1dang perpajakan dacrah adalah serangkman keglatan, e
. 'menghlmpun dan mengolah data, keterangan dan /atau bukti yang ==
- vdllaksanakan secara objekuf dan professmnal berdasarkan suatu‘», S
S ~standar pemenksaan untuk mengu_]l kepatuhan pemenuhan kewajlban?: ; i
‘”gperpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkajff"
, '_melaksanakan ketentuan peraturan perundang—undangan perpajakanfi o

~ daerah. o |
; ;Penyidikan tlndak pldana d1 b1dang perpajakan daerah adalah“_f‘ o
~ serangkaian tindakan yang dllakukan oleh penyldlk untuk mencari
‘ftf_serta mengumpulkan bukt1 yang dengan bukti 1tu membuat i
membuat terang tindak pldana dlbldang pcrpajak_an dacrah yang tcrjad; . L
: ﬁserta menemukan tersangkanya i 5
Nomor pokok : Wajlb pajak daerah yang selan_]utnya dlsebut NPWPD s .
L adalah nomor yang di berlkan kepada Wajlb Pajak sebaga1 sarana dalam " S ‘
i adrmmstram‘ perpajakan yang d1pergunakan sebaga1 tanda pengenal d1r1"“ Sy

'} perpajakannya oo

BAB II
RUANG LINGKUP
| Pasal 2

j}‘Tata Cara Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkalan proses yang
4 harus d1 lakukan dalam menatausahakan menenma dan melaporkan
‘ pencrlma PBB S ELL

,Tata Cara sebaga1mana dlmaksud»pada ayat (1) mehput1
jprosedur pendaftaran pendataan, dan pen11a1an objek pajak
Aprosedur penerbltan penehtlan dan pembetulan SPP’I‘
.:;prosedur pembayaran PBB ‘ Pl :

< prosedur pelaporan PBB

: fprosedur penaglhan PBB

- 'prosedur pengurangan PBB dan Lo

g ;prosedur pengembahan keleblhan pembayaran PBB

‘ ffProsedur pendaftaran objek pajak sebagalmana di maksud pada ayat (2)};;' L
 huruf a_ adalah mel1put1 keglatan _pengisian SPOP dan L—SPOP olehff S
 wajib paJak dengan d11amp1r1 dokumen pendukung , o e
~ Prosedur pendataan objek pajak sebagannana di maksud pada ayat (2)‘:5;}
o ;huruf a adalah keglatan pembentukkan dan/ atau pemehharaan basis
" ‘data baik subjek maupun ob_]ek paJak yang d1 lakukan secara pas1f: Al
- maupun aktif. i g S
Prosedur pen11a1an objek pajak sebaga1mana d1maksud pada ayat (2)k i
~ huruf a. adalah pemlalan 1nd1v1du dan pen11a1an massal yang d1f E 5‘[" :
‘gunakan sebaga1 dasar penetapan NJOP Prosedur penertlban SPPT
fsebagatmana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan yangff i
‘d11akukan oleh Badan Keuangan Daerah Keuangan Daerah ‘dalam
 menertibkan SPPT berdasarkan SPOP dan L—SPOP yang telah dns1 oleh.:
a fwajlb paJak f i '
i Prosedur penelet1an dan pembetulan SPP’I‘ sebagmmana dlmaksud pada
- ayat(2) huruf b adalah keglatan Venfika31 yang dilakukan oleh Badan '
i ‘:/nyeuangan Daerah atas kebcnaran SPPI‘ dan kelengkapan do 1
”]_,:fpendukungnya.;i i : e ~ ‘




(7)) ;Prosedur pembayaran PBB sebaga_lmana dlmaksud pada ayat (2) huruf
- cadalah pembayaran pajak berdasarkan SPPT/SKPD. o
8) Prosedur pelaporan PBB sebaga,tmana dimaksud pada ayat (2) huruf d
G ‘adalah ‘kegiatan pelaporan : reahsa31 penerimaan dan tunggakan PBB.

9 Prosedur pénaglhan PBB sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) huruf e
me11put1 keglatan pemungutan berdasarkan SPPT/ SKPD yang telah
jatuh tempo SKPD kurang bayar PBB /SKPD kurang bayar tambahan

'PBB , Surat taglhan dan surat teguran yang dllakukan oleh Badan
‘Keuangan Daerah o :

L  _(10) Prosedur pengurangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf f

‘adalah keglatan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan‘ o
- pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak. " E

i ,(1”1) Prosedur pengembahan keleblhan pembayaran PBB’ sebaga1manaf

 dimaksud pada ayat ,(2)_ huruf g adalah keglatan penetapan

‘péngembahan kelebihan pembayaran PBB dari Badan Keuangan

~ Daerah kepada waJ1b pajak setelah mela1u1 penehtlan ‘ : :
o Pasal 3 ‘

( 1),‘ Untuk melaksanakan tata cara sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2,
e Badan Keuangan Daerah sekurang—kurangnya melaksanakan fungsi:
a. pelayanan, # ' ~ , S
_'b. pengolahan data dan mforma81, dan S
‘. pembukuan dan pelaporan 2 ~ |
(2) Fungsi pelayanan scbagalmana dlmaksud pada aya,t (1) huruf a yaitu
melakukan{ 1nteraks1 dengann Wajlb pa_]ak dalam tahapan-—tahapan i
pemungutan PBB. %
(3) Fungsi pengolahan data dan mforma81 sebagalmana dimaksud pada
~ ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola baSIS data terkait obJek pajak
dan suchk pajak " :

z ~(4); ﬁFung31 pembukuan dan pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) .

1 hruuf ¢ yaitu untuk menylapkan Laporan reahsa31 penerimaan dan :
Mtunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dan p1hak-p1hak lam A
~ yangdi tunjuk. o e s
ST L BABIII Lo

: ;DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

S sk Pasal 4 e
- (1)  Dasar pengenaan paJak ‘bumi dan bangunan adalah NJ OP -
(2 jBesamya NJOP sebagalmana dunaksud pada ayat (1) d1tetapkan setlap ‘
3 (tiga) tahun kecuali untuk obJek pajak tertentu dapat dltetapkan §
‘ setlap tahun sesua1 dengan perkembangannya : '

| : Pasal 5 ' n
~ Tarif PaJak Buml dan Bangunan dengan ‘besaran kurang darl‘

ok ~Rp 1 000. OOO OOO 00 ( satu mﬂyar rupiah ) d1tetapkan sebesar 0,11% (nol
: koma sebelas persen) sedangkan tarif Pajak Burm dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB -P2) dengan besaran di atas Rp.1.000.000.000, OO (satu
mﬂyar rup1ah ) ¢ i1teta.pkan sebesar 0,2% (nol korna dua, perscn) / /




Pasa16

5 (1k) a NJOP sampa1 dengan Rp 1 OOO OOO OOO 00 dltetapkan 0 1 1%
' b NJOP dJatas Rp. 1.000. 000. OOO OO dltetapkan 02%
C. berdasarkan paJak m1n1ma1 yang terhutang dltetapkan Rp 5000 OO

(2) Pemanfaatan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,j
(PBB P2) yang ~dapat menlmbulkan gangguan terhadap linkungan
dlkenakan 50% dar1 tanf Pajak Bum1 dan Bangunan Pedesaan dan :

e g Perkotaan (PBB P2) : :
~ a.NJOP ‘sampai dengan Rp 1. ooo ooo 000 00 d1 tetapkan 0 15% s
' b 'NJOP di atas Rp 11.000. ooo 000 00 dltetapkan 0, 3% 2
~ Contoh: 4

s "_perhltungan paJak mlmmal NJOP sampa1 dengan Rp 1 OOO OOO OOO - L

. Sbb:

o ,'Wapb paJakA mempunya1 Ob_]€k paJak =
e :{Tanah seluas 800 m? dengan Nj Rp. 300 00()/ m2 - o
G ;“Bangunan seluas 400 m dengan NJ Rp .350.000/ m? -

£ fﬁ._;;Tanah seluas 200 m2 dengan NJ Rp 50. OOO/ m’-’ A
s 'Pagar sepanjang 120 m2 dan t1ngg1 rata—rata 1, 5 m’*’ :
1 !Dengan n11a1 Jual Rp 175 OOO/ m S !

. Besarnya pokok paJak yang terhutang adalah sebaga1 berlkut

—t

,xRp 350 ooo —Rp 140. ooo 000

.»Rurnah \ 400 m? x
::200'm,xRp 50 000 =Rp.

"b.‘Tanah ,
~10.000. ooo o i « -
c. ,',Pagar A ; (120mx1 5)xRp 175 ooo | =Rp.
~31.500.000 .

~ Total NJOP Bangunan o ,fi:‘i‘;sv"RD 181, 000 000

_ NJOP tidak kena pajak | : ;=‘Rp;? 10.000.000

. Tarif pajak ditetapkan dalam perda 0, 11% -
. ,PaJak Bum1 dan Bangunan terutang "
*011°A)XRp 411 500000 :

- Rp 452.650 00

: yang dapat memmbulkan gangguan terhadap hngkungan .
 Tarif pajak yang d1tetapkan dalam Peramran Daerah O 15% e
= Pa_]ak Bum1 dan Bangunan terutang g e

' ‘ } .0 15%xRp 411 500 ooo

~ Total NJOP Bumi dan bangunan i mbasiscecn

N11a1 Jual obJek pajak kena paJak Eal e -;Rp.y.41,1.500.0003 .

o Dalam hal pemanfaatan objek Pajak Bum1 dan Y dan atau Bangunan_ . ' :

o 5,3_ Rp 617 250 ooo lﬂ'\ L o




L : BAB BAAE '
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB P2

g , Baglagliesatu e
Prosedur, Pendaftaran,Pendataan,dan pemla:an objek

Paragraf 1
Prosedur pendaftaran SR

Pasal 7

& ;(1) Keglatan pendaftaran sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
Wajib dllak‘ukan oleh SubJek Pajak dengan cara mengambﬂ mengisi,

dan mengembahkan SPOP dan /atau Lembar surat pembentahuant S

« ob_]ek pajak (L-SPOP) ke Badan Keuangan Daerah.
(2) SPOP dan / atau lembar surat pembentahuan objek paJak (L-SPOP)
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlsed1akan oleh Badan Keuangan
- Daerah dan ‘harus diisi dengan Jelas, benar, 1engkap, dan
L dltandatangam oleh Subjek Pajak :
3) Penyampalan SPOP dan / atau L—SPOP sebagalmana dlmaksud pada .

ayat (2) dﬂakukan selambat—lambatya 30 (tlga puluh) hari sejak tanggal« .

d1ter1ma | 1
; Paragrafz
T ) e Prosedur pendataan ‘

R Pasal 8 ; il
(1) Untuk mengetahu1 obJek dan subjek paJak termasuk apabila terjadl
~ mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendapatan :
(2) Pendapatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dﬂakukan dengan
a Pa81f ya1tu pendapatan dengan penyampalan dan pemantauan
pengembahan SPOP ;

‘b, Aktif, ya1tu pendataan melalm 1dent1ﬁkas1 objek pajak venkaa31

; data objek pajak, dan pengukuran objek pajak . o ,
(3) Pendapatan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang

~ belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB.

(4) Pendapatan melalui verlﬁka31 dilakukan pada objek paJak yang sudah‘
~ terdata dalam admistrasi pembukuan PBB. | g
(5) Berdasarkan ‘hasil ‘pedataan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1)
- apabila di temukan ketldaksesualan antara data yang dimiliki wajib
pajak atau viscus pajak dengan bukt1 dﬂapangan dllan_)utkan dengan
| pelaksanaan pemenksaan ;

: Pasal 9

| 1) Berdasarkan hasﬂ pendataan terhadap objek pajak dxbenkan nomor
 objek pajak (NOP).
- 4Pendataan terhadap muta31 penuh t1dak menghﬂangkan NOP lama. t/H

7’




~ (3) Pendataan terhadap muta31 pccah atas tanah 1nduk masmg—masmg S
penenma pecahan mendapat NOP baru edangkan NOP lama
S terpaka1 sebaga1 NOP 1nduk o : e
(4 )Terhadap penggabungan beberapa NOP salah satau dan NOPL !
o tersebut d1paka1 untuk NOP 1nduk sedangkan NOP lamnya di hapus G

: : | d , Pasal 10
:Persyaratan untuk di keluarkan NOP adalah :

| melamplrkan KTP / KSK / dokumen lam yang sah

8 melamp1rkan alat bukt1 kepennhkan ‘

~surat keterangan dari desa/ kelurahan

'\Pasal 11

kﬂmenglsv formuhr SPOP dan L—SPOP d1 sértal tanda ta.ngan wa‘ub‘f L

_'V’a_(l) Pendataan terhadap objek PBB sebagannana d1 maksud dalam pas al . s
5, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah tempat e

olahraga dan taman mewah yang memenuhl kr1ter1a tertentu

;(2) Kriteria pagar mewah tempat olahraga dan taman mewah L i

sebagalmana d1maksud pada ayat (1) adalah sebaga1 benkut e
. a. pagar mewah dengan harga pembuatann Rp 1.500. OOO 00 / m2 e
~ keatas. o | e
b. tempat olahraga yang d1 komers1a1kan, ; f' G i
- c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp 1. 500 OOO 00/ m2 o
;’kcatas dan / atau dlkomersﬂkan ‘ '

o hfParagraf3 L
Prosedur pemlalan ; o

e ‘ Pasa112 S
. ~(1) Pen1la1an merupakan keglatan dalam rangka menetapkan NJ OP
2) Keglatan pen11a1an dapat dﬂaksanakan melalui: ‘

‘a. Pemlalan massal dlmana NJOP Buml dlhltung berdasarkan m1a1
i :;1nd1ka<1 rata—rata yang terdapat pada setlap zona mlal tanah (ZNT); \'t :
T sedangkan NJOP bangunan d1h1tung berdasarkan daftar blayaf b

e komponen Bangunan (DBKB) o S
‘b.-‘Pemlalan 1nd1v1du therapkan pada objek pajak umum yang__x '

e ?fbermlal tinggi atau objek pajak khusus. .
7(3) Kegiatan penllalan sebagalmana d1maksud pada ayat (2) dllakukan,v S
dengan t1ga pendekatan penﬂalan mehputl ot : '

“a. pendekatandatadasar L s

b pendekatan biaya; dan / atau_ .

C. pendekatan kap1tahsas1 pendapatan

(4) Pemlalan \dengan pendekatan data pasar dllakukan untuk dengana e
cara membandmgkan objek pajak yang akan dmlla1 dengan objek .

* pajak 1a1n yang sejenis yang n11a1 Jualnya sudah d1ketahu1 dengan' S
melakukan beberapa penyesuauan '

(5) Penilaian dengan pendekatan b1aya dllakukan untuk penllalan Co

bangunan dengan cara memperhltungkan blaya—blaya yang
. dlkeluarkan untuk membangun baru d1kurang1 dengan penyusutan/




(6) Pendekatan kap1ta11sa31 pendapatan d11akukan pada Objek—ob_]ek y ang, r

menghasﬂkan ( memiliki nilai komersil) dengan cara menghltung atau

i memproyekmkan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun",’,s ST
f‘ ,te_rhadap ob_]ek pajak d1kurang1 dengan kekosongan b1aya ;
,operasional dan hak pengusaha St S, G

= . Bag:anKedua | . i
"’P,ros‘edur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

Pasal 13

4j,‘(‘1)'3eraasarkan SPOP dan/atau L-SPOP Badan Keuangan Daerah_n

menerbitkan SPPT yang merupakan Keterapan paJak terutang yang L
harus dlbayalkan dalam 1 (satu) tahun paJak i
‘ (2) Wajlb pajak dapat memperoleh SPPT melalm

a. Pengambﬂan sendiri di UPT Badan Keuangan Daerah/ Kelurahan/ f_-': :

Desa tempat objek terdaftar atau d1tempat lain ; yang ditunjuk; atau S
L b, Pengmman melalui Pos atau dlsampalkan oleh aparat UP’I‘ Badan L
. ' o Keuangan Daerah/ Kelurahan/ Desa ' S
st ; Pasal 14 | ; ; L
: ;( )Sebelum SPP’I‘ dlsampalkan kepada Wajlb PaJak d11akukan keg1atan L
penehtlan terhadap isi SPPT dlmaksud f L

(2) Kegiatan penehtlan sebaga;lmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan.:' o

terhadap e
‘a. Subjek Pajak“: .

b. Objek Pajak dan/ atau
c. NJOP

= (3) Dalam hal ditemukan kesalahan sepertl Nama Wajlb Pajak SPPT ganda e : s

alamat luasan ob_]ek paJak dan ketetapan pa_)ak maka Badan Keuangan, o
Daerah Keuangan Daerah melakukan pembctulan i -

o ",»(1) Dalam hal SPP’I‘ telah dlsampalkan kepada Wapb Pajak dan Wajlb Pajak:f !
i menemukan kesalahan sepertz ‘nama Wajlb Pa_]ak SPP'I‘ ganda, alamat,

T permohonan pembetulan Kepada Badan Keuangan Daerah. e S

: :(2) Atas permohonan pembetulan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1),; peden
S Badan Keuangan Daerah melakukan VCI‘lfikaSI dan pembetulan , e
e .‘(3) Venﬁka31 dan pembetulan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)' s
- dllakukan selambat—lambatnya 6 (enam) bulan seJak d1ter1manya S f,
pengajuan/ permohonan dan Waj1b PaJak e - S

Baglan Ketiga e
Prosedur Pembayamn PBB

e » Pasa116 i
_f,««(l)Waj‘ib'"Pajak melakukan pembayaran PBB terutang berdasarkan SPPT' e
. atau SKPD. "
S f~(2) Pembayaran sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dllakukan oleh Wapb
e Pajak melalu1 Bank atau tempat lain yang dltunjuk . L
L (3) Bank atau tempat 1a1n yang d1tun3uk d1tetapkan melalul Keputus h i
‘ Bupat1 ey = e con oty Heael ; i/

luasan ob_]ek paJak dan ketetapan pajak Wa_ub Pajak mengajukan




: AL Pasa.l 17 e
Tata cara pembayaran PBB oleh Wa31b PaJak adalah

0 a. WaJ1b Pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT/ SKPD i’ -

~ atau NOP pada Bank atau tempat lain yang dltunjuk

e ;‘ ‘b.,Bank atau tempat lain yang dltunJuk menandatangam Surat Setoran 'f

i ,,‘.Pajak Daerah SSPD atau dokumen lain yang sah sebaga1 buktl’

pengesahan atas pembayaran PBB yang dllakukan oleh Wa_ub Pajak;

c. Wajib Pajak menenma Surat Setoran Pajak Daerah SSPD atau dokumen]i,' 2

tLi lam yang sah dan Bank atau tempat lam yang dltun_]uk o ‘: T

: Bagmn Keempat
Prosedur Pelaporan PBB

- '(1) Pelaporan PBB dllaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah

S Daerah
: Pasal 19

) " (2) Pelaporan PBB bertujuan untuk membenkan 1nforma31 tentang reahsast‘ =
penenmaan dan tunggakan PBB sebaga1 baglan dan pendapatan Asht

L ,Pelaporan oleh Badan Keuangan Daerah scbagalmana dunaksud dalam‘_,j,' . f{ :
T ,",,Pasal 15 berdasa:rkan SPPT SKPD, SSPD dan dokumen lain yang sah dan oy

- S Bank atau tempat 1a1n yang ’dltunjuk

2 L Baglan Kel:ma - o
"r;Penaglhan PBB -

Pasal 20

d1persamakan

,i‘(2) STPD, SKPDKB dan/ atau SKPBKBT sebagalmana dlmaksud pada ayat:?f e

(1) dapat d11kut1 dengan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa

(3 ) Sebelum surat teguran d1ber1kan, dllakukan upaya persuamf ‘selamaf L

satu bulan setelah Jatuh tempo

. (4) Surat teguran sebagalmana dunakéud pada ayat (3) dlbenkan 7 (tuJuh)‘ﬂ - ;,

hari setelah dllakukan upaya persuas1f

:(1) Penaglhan dﬂaksanakan melalm penetapan STPD PBB dan/ atau - o : | :
~ SKPDKB PBB dan/ atau SKPDKBT PBB. dan/atau dokumen lain- yang e

: I,(S) Surat paksa sebagalmana chmaksud pad_a ayat (2) dlberlka_nk: T

berdasarkan peraturan perundang~undangan

Pasal 2 1

; Tambahan P‘BB d11akukan mela1u1 tahapan

: . a Badan Keuangan Daerah memenksa SPP'I‘/ SKPD STPD SSPD',] :

o 5(1) Penetapan Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah Kurang Bayar / Kurang Bayar o |

B sebelum 1ewat Jangka Waktu 5 (hma) tahun se_]ak dlbayar oleh Wajlbf’” :

fgpajak B ‘ ‘

- ,' b :Terhadap SPPT/ SKPD STPD SSPD yang temyata kurang bayar,“"f’vfk |

i 1f";Badan Keuangan Daerah menetapkan SKPDKB SKPDKBT :
g ok ‘:Wajlb PaJak menenma SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB
0 i;f;terutang sesual dengan prosedur pernbayaran PBB s ~

h




(2) Penerbltan Surat Teguran rnelalm tahapan

a STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat el
Keputusan Keberatan ‘dan Putusan ‘Banding, yang menyebabkanf e
= Jumlah paJak yang harus d1bayar bertambah merupakan dasar;]i; o

r penaglhan paJak dan harus dlluna31 dalam Jangka waktu pahng lama : e
1 (satu) bulan sejak tanggal dlterbltkan, S e |
. Dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat. Keputusan Pembetulan ‘{g S

: ,Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Bandmg dalm Jangka, i .
i ';f,gwaktu sebaga;lmana dlmaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1T 0y
~ (satu) bulan sejak han Jatuh ternpo, Badan Keuangan Daerah:}f

e melakukan upaya persuaswe kepada Wa_]lb Pajak agar meluna31 PBB];; sty

| :terutang, r ~ -
; ,_,'Setelah 1 (satu) bulan seJaka: 'han Jatuh tempo, atas permohonan .
- “‘penundaan atau pembayaran paJak secara mengangsur oleh Wajlb Bl
~ Pajak yang dlsetujul maka Badan Keuangan Daerah tetap - s
;';melakukan upaya persua81f kepada Wajlb PaJak agar melunas1 PBB: s
. terutang; | | ~ e
d. Setelah 15 (hma belas) han se_]ak Jatuh tempo atas permohonany;‘j e
j'{'penundaan atau pembayaran paJak secara, mengangsur oleh Wajib e
‘PaJak yang tldak d1setu3u1 maka Badan Keuangan Daerah
d :mencrb1tkan Surat Teguran L i st

Bagian ;Keenam

5Prosedur Pengurangan, Penghapusan Sanksi Admmlstratlf

Dan Pembetulan, e talan Ketetapan PBB

. Bupatl atau Pejabat Yang dltunjuk karena Jabatan atau atas permohonan

Wa_]lb PaJak dapat

Yora

b

mengurangkan atau menghapuskan sanksx adrmmstras1 PBB yangf{m T
"_d1kenakan karena kekhilafan; . : .
- membetulkan atau membatalkan SPPT SKPD PBB atau STPD PBB yang"f’ﬁf L
"\:,V‘tldak benar. | ‘ i : o

’ Pasal 23

‘ Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanks1 adm1n1stras1' el

‘ sebagalmana d1maksud dalam Pasal 22 huruf a, d11amp1r1 dengan : : Sl s
a. fotokopi. 1dent1tas Wa_ub PaJak atau fotokopl 1dent1tas kuasa Wa_ub Pa_]ak i

_ dalam hal dikuasakan; ~ et

b dokumen pendukung yang dapat menun_]ukan bahwa denda’, ;

“administrasi | dikenakan karena kekhﬂafan Waj1b PaJak atau bukan:"j} i

karena kesalahan Wajlb Pajak e e A

Pasal 24

Permohonan pe rnbetulan SPPT SKPD PBB atau STPD PBB sebagalmana :

dlmaksud dalam Pasal 22, huruf b, dﬂampn'r dengan

~ a. foto copy 1dent1tas Wajib: PaJak atau foto copy 1dent1tas kuasa Wajlb
PaJak dalam hal dlkuasakan, e :
b dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPPT SKPD PBB
atau STPD PBB udakbenar e r /




- c. foto copy Surat pembentahuan pengajuan keberatan PBB t1dak dapat
; dlpernmbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatani ~

 atas SPPT atau SKPD PBB; dan/atau

(1) 'Pe‘mbatalan

d. foto copy Buktl Lunas PBB

; Pasal 25 e ' : "
SPPT SKPD PBB atau STPD PBB yang tldak benar‘

- sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 “huruf b dlajukan secaraj
 perseorangan,

Mengajuk:
Surat Perr

1, kecuali untuk SPPT dapat juga d1aJukan secara kolektlf

_ (2) Persyaratan pembatalan SPPT/SKPD PBB dan STPD antara lain:

oa
b

an perm.ohonan Pembatalan., ; ,
uyataan dan pemohon atas dan sebab pembatalan dengan :

~ber materai;

o c.
- d.

"Surat Kuasa (apabﬂa d1kuasakan), SE .
-Fotocopy

1dent1tas Wajlb Pajak dan fotokop1 1dent1tas kuasa Wa_]lb

~ Pajak dalam hal dikuasakan.

(3) Ketentuan leblh lanjut mengena1 Pengurangan atau Penghapusan ;
- Sanksi Adm1n1strasz PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD

PBB dan STPD PBB yang tldak d1atur dalam Surat Keputusan Bupati.

ok Ptosed

(1) Wajib Pajak
pembayaran |
dengan pajak

e @*D-;PP‘ z?’

: Baglan Ketu]uh
lur Pengembahan Keleblhan Pembayaran PBB

o Pasal 26
dapat mengajukan permohonan pengembahan keleb1han
PBB dalam ‘hal terdapat sehsm antara pajak yang dibayar
yang terutang s

(2 Keleblhan pembayaran PBB dapat ter_]adl Karena o
_perubahan Peraturan; St
surat Keputusan Pembenan Pengurangan

surat Keputusan Penyelesalan Keberatan

. sesalahan Penetapan; ‘

. kekeliruan Pembayaran

keputusan Pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum tetap.

2 (3) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlsampalkan kepada

Badan Keuangan Daerah dengan melamp1rkan sekurang—kurangnya

b

STPD.

a. SPPT/ SKPD dan SSPD ash dan =

"(4) Badan Keuangan ~ Daerah menetapkan' i keputusan "‘pengembalian “
kelebihan pembayaran PBB paling lama 3 (tlga) bulan setelah

d1ter1manya permohonan dari Wa_}lb Pajak.

2 (dua) bulan

i 7(5) Pengembalian kelebihan PBB dllakukan dalam Jangka waktu palmg lama

seJak dlterbltkannya SKPDLB



Ve

BABIV G
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 2.7

& (1) Pemenksaan paJak dltujukan untuk mengup kepatuhan pemenuhan )

“Wajib - Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang~ iy

undangan tentang perpajakan dacrah

bentuk: . e -
a. Pemenksaan sederhana, dan/ atau .
b. Pemenksaan lengkap. ‘

‘ (2) Pemenksaan pajak d11aksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dalaml

: ,'(3) Pemerlksaan sederhana dapat dllakukan dﬂapangan dan dlkantorg

terhadap Wa_]lb PaJak untuk tahun berjalan dan/ atau tahun tahun‘j

sebelumnya yang dﬂakukan dengan menerapkan tekmk pemenksaan

; dengan bobot dan kedalaman yang sederhana

@ Pcmerlksaarl lengkap dllakukan di tempat Wajlb Pajak untuk tahun, o

berjalan ldam/ ‘atau tahun-tahun scbelumnya yang dxlakukan dengan

 menerapkan | teknik pemenksaan yang. laznn dlgunakan dalami

pemenksaan pada umumnya S

Pasal 28

4 Pemenksaan uederhana sébagalmana dlmaksud dalam pasal 23 ayat (3)‘ 7
- dllakukan dengan ‘

| ‘a., i membentahukan agar wa_u 7;paJak membawa tanda pelunasan pajak ‘

buku- buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk -
keluaran darl medla komputer dan perangkat elektnmk pengolah data"

lainnya;

£ ,'b..rmemmjam buku buku catatan dan dokumen pendukung Iamnya: ,
termasuk keluaran dari medla komputer dan pengolah data lamnya o

o ’dengan membenkan tanda terlma, b
- ktermasuk keluaran dar1 medla komputer dan pengolah data 1a1nnya
diperiksa;

;fYang mcmpunyeu hubungan dengan wajib pajak yang dlpcmlgsa
s meaas.

a ’memenksa tanda pelunasan dan keterangan lalnnya sebagal buktlkf

: t'pelunasan kewajlban perpajakan daerah

“dengan membenkan tanda tenma, S

c "memerlksa buku buku catatan dan dokumen pendukung lamnyaf,‘, :
: d.,\memlnta keterangan hsan dan / atau tertuhs dan Wajlb pajak yang .

e e meminta keterangan dan/ atau bukt1 yang dlperlukan dan plhak ketlga;

5 'Pemenksaan lengkap sebagalmana dlmaksud pada pasal 23 ayat (4')' i |
"f’dllakukandengancara L e G

5 b.f?, ?memenksa buku buku _catatan dan dokumen pendukung leunnyaf
 termasuk ke luaran dari medla komputer dan pengolah data lamnya, LR
C. ‘memm_]am buku- buku ‘catatan dan dokumen pendukung lalnnya
- termasuk keluaran dan ‘media komputer dan pengolah d_at__a_ lamr?

ln‘ .



T

N

o .
L ‘/','ada dltempat, pemenksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak e
- yang mempunyal kewenangan untuk memben keterangan tentang objek S iy
. pajak tersebut dan selanjutnya pemenksaan d1tunda dan untukff
e dllanjutkan pada kesempatan berlkutnya ’
Ha(2) o
o ’lapangan dltunda, pemenksa dapat melakukan penyegelan tempat atau; e
o ruangan yang d1per1ukan ~ o
vﬂApablla pada4 saat‘*pemen

. SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD perbedaan besarnya pa_]ak

,memmta keterangan hsan dan/ atau tertuhs dan Wa_]lb pa_]ak yang o

dlpenksa,

':memasukl tenlpat atau ruangan yang dlduga merupakan tempat‘ o
,fpenylmpanan dokumen, uang, barang,, yang dapat membenkan e
~ petunjuk tentang keadaan usaha ‘dan/atau tempat-tempat lain yang - i
g dlanggap pentlng serta melakukan pemenksaan d1 tempat—tempat apba e
tersebut; - | : : :

melakukan penyegelan ternpat atau ruangan tertentu apablla Wajlb Sl

' ipajak atau Wakﬂ atau kuasanya udak membenkan kesempatan untuk
‘ _memasuk1 tempat atau ruangan tertentu atau tldak d1tempat pada saat; B
o ,pemerlksaan, : e ~ ey
g meminta keterangan dan / atau bukt1 yang chperlukan dan p1hak ketlga : o
~ yang mempunyau hubungan dengan Wa_]lb paJak yang d1per1ksa i o

"»Pasalao

Apablla pada saat dllakukan pemenksaan lapangan Wa_]lb paJak t1dak“' G

Untuk keperluan pengamanan pemenksaa‘n,v sebelum pemenksaanf

penundaan pemenksaan,‘ gwapb'} : ’pa_]ak tldak juga ada dltempat'

: ‘pemenksaan ‘tetap dllakuk" 1 *dengan terleb1h dahulu mmta pihak yang g
= *mempunyal kewenangan untuk memben keterangan tentang ob_]ek paJakk Lo
_“~tersebut yang bersangkutan untuk mewak111 Wajlb pajak guna g - |
~ membantu kelancaran pememksaan L S
'Apablla wa_ub pajak atau wakil atau kuasanya t1dak membenkan 131n2
untuk memasuk1 tempat atau ruangan yang dlanggap perlu dan tidak
g }membem bantuan guna kelancaran pemenksaan serta membenkanf
£ keterangan yang dlperlukan wa_ub paJak atau wakll atau kuasanya
i harus menanda tangam surat pemyataan penolakan pemerlksan s et L
jApabﬂa terjad1 penolakan penandatanganan surat penolakanfff LR
5 pemenksaan pemenksa membuat benta acara penolakan pemenksaanf G

- yang dltandatangam oleh pemerlksa ; G » e ,
kVSurat pernyataan penolakan pemenksaan dan benta acara penolakan 8 -
gpemenksaan dapat d1jad1kan dasar untuk penetapan besarnya paJakly” T
’terutang secaraJabatan e s ~ : i
- Pemeriksa membuat laporan pemcnksaan untuk dlgunakan sebaga1 o
‘dasar penerb1tan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk

pelaksa_naan ketentuan peraturan perundang—undangan perpajakanf

 daerah. | , |
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/

C ‘dlbentahukan kepada waJ1b paJak yang bersangkutan L /

apangan dllanJutkan setelah dllakukan L




;(9) Pemberlan tanszgapan atas has11 nemerlksaan dan nembahasan akh1rl( -

" (11) Hasil ‘pemer

pemer1ksaan

; pu}uh

selesai dilakt

pemerlksaan

pembahasan

lengkap d1selesa1kan dalam waktu pahng lama 21 (dua"‘ e

PG S

; bau.l; uaI'i KGI‘ Ja Scn.elau per‘xer Ikbaau o6163a1 uuandnan Ly o
" ,UU} Pemberian tanggapan atas hasil. pcmermsaan 1apangan aﬂaKuKan aa_iam] '
Waktu palmg lama 7 (tUJL‘lh) harl ker1a setelah pemerlksaan lapangan‘ G

x(an

iksaan | dlsampalkan kepada Wa_]lb paJak segera setelah

lapangan selesai.

,;(12) Apabﬂa Wa_ub paJak tidak member1kan tanggapan atau tldak menghadlrl i
akhlr hasil pemeﬂksaan, STPD dlterbltk&; secara 1ahatan7‘ e
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1;&811 pcmermsaan }aﬂf uismpmﬁaﬂ 1{6 yada wa_;;v _tJd.Jn]’

dan pemerlksa membuat laporan pemenksaan L
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a Pada saat Peraturan Bupatl 1n1 berlaku maka Peraturan Bupat1 Bombana‘f’ s
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